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PUTUSAN

Nomor 0292/Pdt.G/2018/PA Mto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di
Kecamatan Rimbo Bujang
Kabupaten Tebo, r*ovinsi Jambi, seoagai Pemohon:
melawan
TERMOHON j umur 56 tahun, agama Islam, pendiaikan SD,
pekerjaan Petani, tempat tinggal
Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo,

Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan| saksi-saksi ri; persidangan;
TENTANG DUDUK.MTDI.EIRKARANYA
Menimbang, Dahwa Pemohon ;Jerdas:arKan surat gugatannya tertanggal
02 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Muara Tebo dibawah register Nomor: 0292/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 02
Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil
sebagai berikut:
1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah
menikah pada tanggal 09 Juli 1979, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Bungo

Tebo, Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah
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P Nomor: gung gtertanggal 18 Juli 1979. yang dikeluarkan oleh KUA

Tebo Ulu, Kabupaten BungoTebo, Provinsi Jambi

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan
Termohon berstatus Perawan:
Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Saudara Pemohon d iflH I
I B H V 'Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama 3 tahun,
kemudian pindah lagi kerumah milik bersama di alamat yanga sama,
sampai akhirnya berpisah:

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

tiga orang anak bernama

a ANAK | (Pr) sudah me. ,ikah
b. anak 1 (Pr~ sudatl menikah
¢ ANAK I i_k) Sudah menikah

5 BaTiwa ReadaarT"Turnah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak ke.ahiran anak ke 3 antara
Pemohon dengan Termohon sering terjaai perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan:

a. Termohon tidak menghargai jerih payah Pemohon dan setiap Pemohon
pulang kerja tidak di urusi oleh Termohon

b. Termlqho_n bersifat egois dan Pemarah

c. Termohon selingkuh dengan iak-laki lain

d. Antara Pejmohon dan Termohon sudah pernah beroisah selama 3 x

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon tf-‘{,i%di pada tahun 20;|1\4% antara Pemohon dan Termohon
berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua
belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban  masing-masing
sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usgi_ha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak
berhasil.

8 Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon

dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan
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lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak

terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka
selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara
Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
untuk :
1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemcnon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
Menetapkan biaya perkara sesuai dpogan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majeiis Hakii,, berpenoapat Ic.n mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi
Termohon tidak hadir dan tidal" pula meryuruh orang lain menghadap seoagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sesuai relaas panggilan yang
dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk

datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan
memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun

kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh, karena Termchon tidak pernah hadir di persidangan maka

upaya damai‘ mf?l?lyi proses Mediasi tidak aapat dilaksanakan;
BahWfj selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
membacakah Sl_Jrlat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap pada

[t i
permohonannya;,

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut. Termohon
tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena Termohon tidak pernah hadir

di muka sidang:
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Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti surat berupa :

1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:] . Tanggal 18 Juli
1979 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi . Kabupaten Tebo. Bukti surat
tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon

Buka surat tersebut telah diberi rnaterai yang cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.2:

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
juga telan menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan
Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1 SAKSI I Ri.bo Bujang, 06 Juni 1977, agama lIslam,

pekerjaan petani, Der.empat bnggal di
Kecamatan rimbo buiang Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah
sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saKs'i kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa ialksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Bahvv_;al E’gmohon dan Termchnn adalah suami isteri;

BahV\j/;;': %a.l?sli "tidak tahu saat Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah

bersama di sampai berpisah;
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak,

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan
harmonis, tapi kemudian tidak harmonis dan sering berselisih;

Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan Pemohon dan Termohon;

- Setahu saksi penyebab perselisihan karena Termohon selingkuh ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat:

- Bahwa Peimohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi,
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- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama satu

tahun;
Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah bersatu lagi
sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah petani karet;
2 SAKSI I t, 03 januari 1982, agama Islam,
pekerjaan dagang, bertempat tinggal di JHfcMeranti RTO03, Desa tirta
Kecamatan rimbo bujang Kabupaten Tebo, yang menerangkan di
bawah sampah pada pokoknya sebagai berikut
Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon;
Bahwa saksi ada'ah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon aaalah suami isteri;
Bahwa saksi tidak tahu saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
bersama di sampai berpisah;
Bahwa Pemohon dan Termohon telati dikaruniai 3 orang anak,
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan
harm‘gnislslﬁapi kemud'an tidak harmonis dan sering berselisih;
Bahwa saksi _pernah mendengar perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Setahu Jsaksi' penyebab perselisihan karena Termohon selingkuh :
- Bahvlve_l :;‘,arI'(s'| pernah melihat langsung Tergugat
- Bahwall ﬁ;émohonoan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah iempat tinggal selama satu
tahun;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah bersatu lagi
sampai dengan sekarang;
Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon;

- Bahwa Pemohon adalah petani karet;
ia >

Hal 5 dari 14 hai i‘utusan \00292 I\lI\i 201(SPA.Mto.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagun(%.go.id . _
Bahwa, ataS keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan

tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut
diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon
tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang
kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan
kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya
untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai
jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal
sebagaimana terurai daiam Derita acara persidangan yang dijadikan bahan

pertimbangan dalam putusan ini ;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah(&i,g)@'i'lfa\p di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang
terdaftar qu,;l,. Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor
0292/Pdt.G/2018/PA.Mto,. : pokok perkara ini adalah perkara sengketa
perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (@) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan
Undang-UncIiang Nomor 5C Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang

absolut Pengadilan Agama;
R
Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah

berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan,

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan:

Menimbang, bahwa  berdasarkan relaas panggilan Nomor:
0292/Pdt.G/2018/PA.Mto., pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga
keterangan Termohon tidak dapat didengar, oleh karena ini sesuai dengan
ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa

hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa bahwa Pemohon mengajukan ijin  untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga
Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering berselisih disebabkan
karena Termohon egoism pemarah, tidak bias menghargai suami dan bahkan
Termohon selingkuh Dan sejak 2014 Pemohon dan Termohon berpisah
tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi meskipun telah diupayakan untuk

rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti surat

dan saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut:
Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta
nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang secara formil telah memenuhi
syarat pembuktian; cibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materiil
menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dan
Termohon; dan’ berdasarkan ketentuan Pasal 5 Pasal 7 dan Pasal 132 KHI;
Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan
dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan
Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona

standi injudicio)\

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 serta dikaitkan dengan
relaas Termohon dan tidak adanya bantahan dari Termohon terbukti berdomisili

di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini
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P menjadi r1<ewenan an ge?atl* Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan

pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi Pemohon masing-masing
bernama , dan yang secara formil telah membeukan keterangan dibawah
sumpah diam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut
saling berkaitan satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon,
maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi secara
formil telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan
secara materiil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan mendukung

dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan
berselisih secara terus menerus disebabkan karena Termohon

selingkuh;

Bahwa akibat perselisihan tersebut aniara Pemohon dan Termohon
berpisah. tempat tinggal dan tid!’:'l'k pernah bersatu lagi sampai sekarang

berjala,n sekurang-l’(urangnya 1tlhun;

- Bahvjrd telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon
akan tetapi tidak berhasil;
Ll | _1i,\A,.t L} h ° ° ‘ j
Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pomchon serta
dikaitkan dengan bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis
jit iy
Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:
1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan
berselisih secara terus menerus disebabkan karena Termohon

selingkuh;

2. Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon
berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang

berjalan sekurang-kurangnya 1 tahun;
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3. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan
terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling
percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara
Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang menunjukkan
bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan
saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang

harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada
bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada
intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi
perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya
mendamaikan pihak berperkara namun pemohon terutama tetap bersikeras
ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah
tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat

kan fakta adalah bahwa antara

perselisihan dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan
maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh kajrena alasan perceraian telah terbukti
sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975
serta pasal,116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian
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sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo pasal 82 ayat

(2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka
dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “Tasrih bi ihsan", hal ini
relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At
Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yany diambil alih
sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai
berikut;

Artinya:"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan
perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan
ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa ber ci
antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk
menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon
dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, hal itu
menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling
percaya dan| saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri
yang harmonlisg_\)//\éng merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah
tangga; |--|--d [ . ’

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah
merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk
ditegakkan -kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah
terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (ff PP
No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis
berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan
dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup

alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon
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berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 hurup (f) PP

Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 hurup () KHI , dengan demikian
permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan

sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah

dalam Al Qur'an surat Al Bagarah ayat 229 yang berbunyi:

Artinya : "Apabila mereka barazam (bertetap hati) untuk thalak. maka

sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatat?-* di Kantor
Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban
untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman Pemohon dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat
perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-
Undang Nq}mI?if' )7 Tahuq 1989 seb‘agaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa isteri yang diceraikan masih harus menjalani masa
iddah, dimand dalam masa itu isteiji yang diceraikan tidak boleh mnerima
pinangan siapapun kecuali suami yang menceraikan, sementara disisi lain isteri
harus tetap hidup dengan segala kebutuhannya;

Menimbang bahwa dalam mas iddah, masih ada hak suami yang
menceraika'nnya, maka suami tetap berkewajiban memberikan biaya hidup
bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan serta penghasilan
yang jelas dan tetap, dan Pemohon menyatakan berseida memberikan nafkah
selama masa iddah kepada Termohon berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah)

Hal 1/ dari |-l hal Putusan So 0292 Pill <>21:v |’ | Ulo
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puwsan'malolléﬁ%%gﬁg%%\gg'is%suai ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi Suami wajib

melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah
tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang bahwa Pasal 80 ayat (1) Suami adalah pembimbing,
terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan
rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumpi isteri bersama Ayat
(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi Pengaaiian dapat
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan
dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas lIsteri,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dialas, dengan
memeprtimbangkan azas kemampuan, keadilan dan kewajaran maka Majelis
hakim berpendapat secara ex-officio perlu menghukumi Pemohon ur.tuk
membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah b”rjumian
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimb'ang pahwa Termohon. sebagai isteri telah mengabdikan diri dan
menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri terhadap suami, terlepas dari
perilaku yangIlmenurut Pemohon tidak baik, namun Termohon telah mengabdi
sebagai seorang isteri; j !

Menimbang banwa dalam masalah rumah tangga, sebab perselisihan
tidaklah mqtlgki karena kesalahan satu pihak semata, namun disebabkan
adanya periia:l?u,pih-gk lain yang mempengaruhi terjadinya kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa Termohon telah mengabdi dan menjalankan
kewajiban sebagai seorang isteri dan untuk menghbur hati seorang isteri yang
diceraikan maka perlu adanya mut'ah dari suami terhadap isteri; dan Pemohon
menyatakan bersedia memberikan rnut’ah berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi Pengadilan dapat
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahR&@mahagung.go.id
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan
memeprtimbangkan azas kemampuan, keadilan dan kewajaran maka Majelis
hakim berpendapat secara ex-officio menghukum Pemohon untuk membayar
kepada Termohon mut’ah berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 vang merupakan
perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini
dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan

perkara ini;

MENGADILI
1  Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dar. patut tidak
hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
i g t
3. Memberi ;izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkah talak satu raj'i terhadap Termohon
ifjlj fil
di depan/s#ofang Pengadilan Agama Muara Tebo;

A Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

a Nafl<ah Iddah selama mas Iddah sejumlah Rp.3.000 000,- (tiga juta
rupiah);

b. Mut'ah berupa seperangkat Alat Sholat

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Derjnikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis

jsf
hakim Pengadilan Agama Tebo, pada hari Kamis tangga! 01 Nopember 2018
Masehi bertepatan dongan tanggal 23 Safar 1440 H. oleh hj.BAIHNA.,SAg.,MH
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sebagai Hakim Ketua™ Majelis serta Asrori Amin, S.H.LM.H.I dan Rusydi

Bidawan, S.H.I..M.H sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut
dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu iuga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta AKHMAD KHUMAIDI,

S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.
Ketua Majelis

Hakim Anggota Hakim Anggota
1 Biaya Administrasi RP 30.000, -
2. Biaya Proses Rp 50.000, -
3. Biaya Panggilan Rp  420.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000, -
4. Biaya Materai Rp 6.000, -

Jumlah Rp 511.000,-

Hai  dari 14 hai Putusan No.0292 Pdt.G 2018 PA.Mto.
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